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PUTUSAN
Nomor 2607 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA BEKASI;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;
Lawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di BEKASI;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2004 di
GEREJA sesuai Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. Nomor -
tanggal 11 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Suku Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai
Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 12 Mei 2005 putus karena
perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi untuk
mencatatkan dan mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada instansi
pemerintah yang berwenang untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;
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Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah
memberikan putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 16 Agustus
2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa
Barat di Bandung dengan putusan Nomor 19/PDT/2018/PT.BDG tanggal 12
Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta
Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.Bks Juncto Nomor
19/PDT/2018/PT.Bdg Juncto Nomor 21/Akta.K/2018/PN.Bks yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung  Nomor
19/PDT/2018/PT.BDG tanggal 12 Maret 2018 juncto Putusan Pengadilan
Negeri Bekasi Nomor 116/Pdt.G/2017/PN.BKS Tanggal 16 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:
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Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (Pemohon
Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) yang dilangsungkan pada
tanggal 11 Desember 2004 di GEREJA sesuai surat pemberkatan
Perkawinan Reg.Res Nomor - tanggal 11 Desember 2004 dan telah
tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya
Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 12 Mei
2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.  Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi untuk
mencatatkan dan mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada
instansi pemerintah yang berwenang untuk itu;

4. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim (Hakim Agung) berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memaori kasasi tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi
tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018
dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Jawa Barat di Bandung, Mahkamah Agung berpendapat judex
facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena
Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana
didalilkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
tahun berturut-turut, demikian pula alasan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vyaitu pertengkaran terus
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menerus, karena saksi-saksi yang menerangkan adanya percekcokan
adalah saksi de auditu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,
maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI,
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Sudrajad
Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,
M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan
oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.
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Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

TTMeterai......... Rp 6.000,00
2Redaksin...... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi........... Rp489.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001
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